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PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL |

Infeemasi Publik

Kualifikasi Pefaksana |

. e~
Ul No. 14 !amn 2008 tentang Keterbukaan infeemasi Publik (KIP);
UU No. 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan Publik;
UL No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
PF Mo, 1 tahun 2010 tentang Pelaksanaan KP;
Perki No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Parki NO. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Peryelesaian Sengketa Informasi;
Permendagri No. 3 1ahun 2017 tentang Pedoman Pengelolazn Pelayanan Infoemasi dan
Dckumentasi Kemendagn dan Pemds;
Pecbup No. 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantud;
9. Perbup No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolasn Pelayanan informasi dan
Dokumantasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

MO E e

1. PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negen Peraturan Menten Datam Negeri
Nomor 2 Tahun 2017 tenang Pedaman Pegelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasl |
di Kementeran Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,

2. Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pransts Humas Pranata Komputer
Arsuparis, Pustakawan yang memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian, IT,
atau memahami tentang pelayanan mformasi publik,

Keterkatan ©

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pelayanan Fermahanan informas Publik

Peringatan .

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini berpengaruh terhadap petaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini idak berjalan dengan
baik, maka dapat mensnbulkan sengketa snformasi.

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hordcopy




Prosedur

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas PPID Utama dan Tim Komponen Keterangan
PPID Pembantu | Pertimbangan atau Pemohon Persyaratan Waktu Output
Pelayanan | Perangkat
Informasi Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berkas 1x24 jam Berkas permohonan
L L permohonan informasi yang telah
_ informasi dari diisi lengkap dan
1 Melakukan kajian atas informasi pemohon dilampiri
yang tidak termasuk dalam DIP. informasi fotocopy/scan
identitas diri (dokumen
pertimbangan)
Memberikan pertimbangan atas 1x24 jam Dokumen Pertimbangan berdasarkan UU
informasi yang dimaksud yang pertimbangan kepada PPID atas status informasi
5 bersifat rahasia. v yang diminta pemohon informasi.
Jika informasi yang dimaksud
adalah terbuka, maka PPID
memerintahkan kepada perangkat
daerah untuk menyerahkan
informasi yang dimaksud. Jika
3 . . .
status informasi oleh Tim
Pertimbangan Pelayanan Informasi Ya
dinyatakan rahasia, maka PPID
membuat surat penolakan kepada
pemohon.
Komponen Perangkat Daerah Dokumen
4 | menyerahkan informasi dokumen G =j pertimbangan

yang dimaksud kepada pemohon.




PPID utama dan pembantu
memberikan informasi yang diminta
oleh pemohon.

A 4

Memberikan
informasi yang
diminta oleh
pemohon dengan
menandatangani
tanda bukti
penerimaan atau
memberikan surat
penolakan kepada
pemohon jika
status informasi
dinyatakan
rahasia.

7x24 jam

Informasi publik yang
diminta oleh
pemohon informasi
atau surat penolakan.




